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Penulis

FIANTO SUSENO
ABSTRAK
FIANTO SUSENO NIM: H.11.13.148TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PHEDOFILIA (STUDI KASUS KOTA GORONTALO dibimbing oleh Ibu Rahmawati selaku Pembimbing I dan Bapak Haritsa selaku Pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui faktor apakah penyebab terjadinya tindak pidana Phedofilia di Kota Gorontalo.(2) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana Phedofilia Di Kota Gorontalo
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, jenis penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan menghubungkanya dengan data-data sumber bahan hukum seperti peraturan Perundang-Undangan dan literatur buku-buku.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Bahwa kejahatan pedofilia terjadi diakibatkan oleh dua faktor yaitu Faktor internal berupa faktor yang bersumber dari dalam diri si pelaku dimana pelaku pedofilia tersebut mengalami suatu bentuk kelainan seksual karena mereka memilki rasa ketertarikan yang lebih kepada anak-anak dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini pelaku mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal dan melampiaskan biarahinya secara abnormal melalui hal yang menabrak etika dan hukum.(2) Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menaggulangi kejahatan pedofilia adalah melalui upaya preventif yaitu melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan termasuk bahaya kejahatan pedofilia hal ini dilakukan melalui penyuluhan-penyuluahan maupun melalui media cetak dan elektronik. Sementara itu upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembentukan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Hendaknya dilakukan penegakan hukum yang lebih baik khususnya melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat kepada setiap pelaku sebagaimana diancamkan dalm peratura perundang-undangan. (2) Masalah pedofilia jangan dianggap sebagai kejahatan biasanya. Kejahatan tersebut harus dilihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena kejahatan tersebut telah mencederai dan merampas masa depan anak-anak yang seharusnya masih panjang dan lebih baik. Penerapan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan memberikan shock terapy kepada orang yang memiliki keinginan yang sama
KATA KUNCI: KRIMINOLOGI ,TINDAK ,PIDANA, PHEDOFILIA

ABSTRACT
FIANTO SUSENO NIM: H.11.13.148 CRIMINOLOGY REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS OF PHEDOFILIA (CASE STUDY OF GORONTALO CITY guided by Mrs. Rahmawati as Supervisor I and Mr. Haritsa as Supervisor II.


The purpose of this study (1). This is to find out what factors are the causes of the Phedophilia crime in Gorontalo City. (2) To find out what efforts are being made by the government in overcoming the Phedophilia crime in Gorontalo City


The research method used in this research is Normative Empirical research, this type of Normative Empirical research is to examine all the data or facts that exist in the research location and explore the values ​​contained in society, and relate them to legal material source data such as statutory regulations. Invitations and literature books.


The results of this study indicate that: (1) That pedophile crimes occur due to two factors, namely internal factors in the form of factors originating from within the perpetrator where the pedophile offenders experience a form of sexual disorder because they have a greater sense of attraction to children. compared to more mature people. In this case the perpetrator experiences an abnormal psychiatric condition and disrupts his / her knowledge abnormally through things that violate ethics and the law. (2) Whereas the current government's efforts to tackle pedophile crimes are through preventive efforts, namely through increasing public awareness about the dangers of crime. including the danger of pedophilia crime, this is done through counseling and through print and electronic media. Meanwhile, the repressive efforts carried out by the government were through the formation of a child protection law, namely Law Number 35 of 2014


Based on the results of the study, it is recommended: (1). Better law enforcement should be carried out, especially through the application of stricter and heavier sanctions to each actor as threatened by statutory regulations. (2) The problem of pedophilia should not be regarded as a normal crime. This crime must be seen as an extraordinary crime because it has injured and robbed the future of the children which should be long and better. Firm law enforcement will provide a deterrent effect and provide shock therapy to people who have the same desires

KEY WORDS: CHIMINOLOGY, ACTION, CRIMINAL, PHEDOPHILIA
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dari segi perekonomian dan pertumbuhan penduduk maupun dari segi perlindugan hukumnya, dalam perkembagan zaman saat ini anak merupakan hal yang paling utama dalam pengembagan karakter dan pendidikan serta perlindugan hukum tentang hak-hak anak,  perlunya pemberian perlindugan terhdapa anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuag bangsa, perlindugan yang paling urgent disini adalah perlindugan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendapingan orang tua dalam tumbuh kembangnya.

Tumbuh kembang anak dimulai dari segi pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan secara informal. Pendidikan secara formal adalah pemberian jaminan pendidikan secara bermutu bagi anak melalui bangku sekolah, sedangkan perlindugan pendidikan secara informal iyalah emberian pendidikan dilingkungan keluarga anak, hal ini merupakan perpaduan pendidikan untuk tumbuh kembang anak kedepanya.

Tuhan telah menciptakan sepasang manusia untuk melanjutkan peradaban dimuka bumi, peradaban yang dimaksud adalah terciptanya sepasang manusia dan melahirkan anak secara turun temurun, dalam kehidupan sosial masyarakat pada umunya merupakan generasi yang telah tercipta berdasarkan fitrah manusia, anak yang dilahirkan merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan generasi bangsa dan memerlukan jaminan kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan negara maupun perlindugan dari orang tua itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak menghadirkan kesulitan dalam penyelesaiannya selama tahap penyidikan, penuntutan dan pengambilan keputusan. Selain kesulitan batasan diatas, seringkali terdapat kesulitan dalam pembuktian, seperti pemerkosaan atau perbuatan cabul jika tidak ada orang lain.Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak lainnya. Dampak psikologis pada anak akan menimbulkan trauma jangka panjang, yang selanjutnya dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti rasa tidak aman, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan mental dan pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Situasi ini bisa menjadi memori buruk bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Peran aktif aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan kehormatan sangat penting.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi masalah saat ini di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini kita membaca dan mendengar kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (pedofilia) sampai pada tingkat yang menjadi perhatian kita semua, karena kekerasan seksual berdampak besar pada penurunan kesehatan dan perkembangan mental anak, yang dapat mengancam masa depan anak dan generasi. penerus.

Di Indonesia, khususnya masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus ditangani lebih intens dan serius. Pasalnya, korban pemerkosaan seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum terkait, yang secara hukum wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena korban berhak untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi hak-haknya berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(LAPIRAN 1 UNDANG-UNDANG PASAL 28)

Tindak kekerasan seksual khususnya terhadap anak telah diatur didalam perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnakyang berbunyi,

(LAMPIRAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014)
Seperti yang telah di uraikan diatas bahwa, kejahatan perkosaan khususnya terhadap anak di bawah umur (anak) sering terjadi di sekitar kita yang sangat mengerikan dan banyak yang terjadi setelah kasus tersebut di ungkap dan pelakunya adalah ayah kandung, kakek, kerabat yang dekat dengan korbannya. Walaupun dalam Undang-undang Perlindungan anak telah mengancam yang menimpa anak dibawah umur, tidak dapat dipungkiri karena hal itu tidak berdiri sendiri, misalnya putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap pelakunya relatif rendah, hal ini mendorong terulangnya pelaku yang lain melakukan kasus yang sama.  Demikian juga kesan masyarakat bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku kejahatan perkosaan masih jauh dari ancaman maksimum, sebagaimana di atur di dalam Pasal, Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP.

Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang No. 35 mulai berlaku pada tahun 2014, tampaknya masih terdapat reaksi sosial di Indonesia, terutama di Kota Gorontalo, meskipun telah dilakukan upaya pencegahan dan mitigasi oleh penegak hukum. Pada kenyataannya, ada reaksi sosial bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk perlindungan anak, di mana pemerkosaan anak diancam dengan hukuman yang berat dan hakim memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya, namun kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tidak pernah dihapuskan.

(LAMPIRAN 3 UNDANG-UNDANG Pasal 76E UU)

(LAMPIRAN 4 UNDANG-UNDANG Pasal 82   Ayat 1)

A.S Alam(2010;15) mengatakan bahwa, kejahatan akan membawa penderitaan dan kesengsaraan, hilangnya harta benda, kerugian yang tidak terhitung sampai pada hilangnya nyawa, oleh karena itu perlunya dilakukanpendekatan kriminologi yang berguna untuk memahami pelaku dan dari sana akan di ketahui sebab musabab suatu kejahatan (etiologi criminal) itu terjadi dan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevention).

Salah satu tindak pidana kekerasan politik terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofil adalah orang dewasa dengan perilaku seksual menyimpang dari anak-anak terkait. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, Paedo (baik hati) dan Philia (cinta). Pedofilia adalah kelainan atau kelainan yang sulit yang menjadikan anak sarana atau tujuan tindakan. Secara umum, modus tindakannya adalah hasrat seksual. Tindakan hak pribadi ini sangat mengkhawatirkan karena korbannya adalah anak-anak. Penyebab seksual ini menyebabkan trauma psikologis yang tidak tepat waktu untuk disembuhkan.

Efek kekerasan seksual berbeda-beda tergantung bagaimana pelaku memperlakukan korban. Menurut Suryanik, korban pelecehan seksual yang menginjak usia dewasa juga mengalami gangguan jiwa sehingga sulit menciptakan rumah tangga yang harmonis. Mereka cenderung kehilangan hasrat seksualnya dan sulit mencintai pasangannya. Pada tingkat yang paling parah, pedofil baru dapat menjadi korban dengan meniru pengalaman mereka sebagai anak-anak. Penderita pedofilia atau pedofilia untuk anak-anak. Pedofilia, yang biasanya melakukan sesuatu karena ingin memuaskan fantasi seksualnya. Menurut Adrianus Meliala, pedofilia terbagi menjadi dua jenis; Pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan penyakit biologis dan bawaan seseorang, dan kedua, pedofilia kebiasaan, kelainan seksual yang disebabkan oleh keadaan sosial pasien.(Adrianus Meliala, 2005; 98)
Seperti yang diuraikan diatas, pedofilia merupakan salah satu tindak kejahatan, tidak hanya dilakukan oleh orang tidak dikenal, akan tetapi tidak jarang pelaku tersebut justru dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat sekalipun, seperti dalam hubungan keluarga, kerabat, maupun antara ayah dan anak. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat asumsi yang telah terbangun dalam masyarakat bahwa lingkungan keluarga adalah tempat memperoleh perlindungan, orang tua merupakan pengayom dan bukan sebaliknya, tempat dimulainya penderitaan bagi seseorang korban perkosaan.

Hal ini dapat dilihat dari studi kasus di bawah ini yaitu seorang pria dewasa telahterbuktik melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (6 tahun) dan kasus kedua yaitu seorang pria dewasa telah melakukan tindak pidana pemaksaan terhadap anak di bawah umur untuk melakukan persetubuan (10 tahun).

Dari contoh di atas maka kita harus selalu waspada. Karena pedofil secara fisik tidak berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. Pedofil bisa saja kebingungan tanpa mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang pedofil, sehingga orang akan terkejut saat pedofil tersebut mengambil korbannya. Menurut Adrianus Meliala, bukan hanya tentang peradaban timur masyarakat Indonesia, tetapi juga perilaku pedofil yang menyisakan pendekatan yang semakin canggih dan penuh kekerasan. Kebanyakan pasien pedofilia berasal dari kelas menengah ke atas. Jelas bahwa para pedofil menggunakan berbagai metode dan cara untuk "menjebak" korbannya.
Ada yang memberikan beasiswa, menjadi orang tua angkat, dan menyediakan berbagai barang dan fasilitas. Ditambah dengan sulitnya membuat satu profil pelaku pedofil, sehingga pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi, terutama bagi mereka yang memiliki bias pedofil. Terlepas dari itu, secara pasti diketahui bahwa pedofil pada umumnya adalah laki-laki. Kejahatan mereka tidak hanya berdasarkan motif seksual. Pelaku pedofilia memiliki aliran dan substansi dari pemikiran, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang dan bersifat manipulatif. Profil pedofil yang tidak memadai membuat langkah-langkah penanganan menjadi kurang terfokus pada pencegahan mereka yang cenderung pedofil untuk mengambil tindakan. Di sisi lain pengobatan difokuskan sebanyak mungkin untuk mencegah pedofilis mengulangi tindakan serupa.

Pendekatan terapi lebih terkait dengan perubahan perilaku kognitif. Berdasarkan fakta di atas maka penanggulangan masalah tindak pidana pedofilia memerlukan pendekatan berbasis kebijakan pidana. Kebijakan penanganan hukum pidana merupakan upaya rasional dalam memerangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional, kebijakan ini harus dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku, yaitu kebijakan untuk mengoperasionalkan aturan hukum pidana yang berlaku untuk mengatasi masalah pedofilia. Selain itu, perlu juga dikaji bagaimana pedoman atau pedoman perumusan yang mengarah pada reformasi hukum pidana, yaitu pedoman perumusan ketentuan hukum pidana (juga dalam kaitannya dengan konsep KUHP yang baru) yang justru berfungsi untuk memberantas tindak pidana pedofil di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalamdalam suatu bentuk usulan penelitian dengan judul:“TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PHEDOFILIA (STUDI KASUS KOTA GORONTALO)
1.2.  Rumusan Masalah 

Melihat urain latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah dibawah ini:

1. Faktor apakah Penyebab Terjadinya Tindak Pidana PhedofiliaDi Kota Gorontalo?
2. Upaya Apa Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Phedofilia Dikota Gorontalo?
1.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari usulan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuifaktor apakah penyebab terjadinya tindak pidana Phedofilia Di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana Phedofilia Di Kota Gorontalo.

1.3 Manfaat penelitian

1. Manfaat eksploratif 

Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya guna pengembagan keilmuan dibidang hukum Pidana khusunya tindak pidana Phedofilia

2. Tujuan secara verivikasi 

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verivikasi ini bertujuan agar menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua kalangan akademisi, dan penegak hukum dari segi teori dan praktik

3. Tujuan Secara Development

Tujuan dari segi development ini adalah agar penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa khusnya karya ilmiah penulis tentang Tindak Pidana Phedofilia
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Phedofilia 

Pedofilia secara harfiah berarti cinta untuk anak-anak. Namun, ada perkembangan kemudian, sehingga biasa digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan gangguan perkembangan psikoseksual di mana individu memiliki hasrat erotis yang tidak normal terhadap anak-anak. Pedofilia adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa versus anak di bawah umur. Terkadang anak yang dengan sukarela menjadi pasangan dewasa setelah menjalani bujukan halus.

Tetapi penderita pedofilia sosial yang berbeda termasuk anak di bawah umur yang memiliki perilaku seksual juga. Dalam pengertian tergolong pedofilia, yaitu terkait dengan persepsi relasi, mencari kekebalan. “Intrik seksual dilakukan melalui manipulasi alat kelamin anak atau orang atau melalui penyisipan penis ke dalam alat kelamin anak. Seringkali anak-anak juga tersedia untuk seks oral atau anal berbayar. Pedofil terhebat adalah laki-laki, tetapi lebih baik daripada perempuan karena intensifikasi hasrat erotis. Mereka diperoleh sebagai mangsa dengan rayuan atau rayuan, mereka memberi, coklat dan bahkan uang saku dan mencari anak-anak yang tidak bersalah.

Seringkali yang dimangsa juga anak dari temannya sendiri, seperti anak tetangga atau bahkan saudara. Setiap argumen yang mengarah pada perilaku seksual adalah perilaku menyimpang. Perilaku seksual, di mana anak terlibat dalam objek seksual dan untuk tujuan komersial, berdampak negatif pada perkembangan mental anak. Beberapa dari pedofil ini sudah menikah dan memiliki anak sendiri. Seringkali, ketika hasrat seksual mereka dikabulkan, anak-anak yang tidak bersalah secara serius mengancam untuk tidak berani membagikan apa yang mereka lihat kepada orang lain, termasuk orang tua mereka sendiri.

Sedangkan masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyinggung dan mencoreng kemanusiaan dan pantas diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Misalnya, dalam perspektif masyarakat secara umum, perlu dicatat bahwa terdapat berbagai jenis kejahatan seksual seperti perzinahan, homoseksualitas, samen leven (kohabitasi), lesbian, prostitusi (prostitusi), percabulan, perkosaan pergaulan bebas (hubungan seksual di luar Pengikatan dilakukan). Pernikahan melalui pergantian pasangan). Namun di antara kejahatan seks tersebut ada beberapa yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan.

Beberapa dari kejahatan seks (kejahatan seks) ini dilakukan secara konsensual atau melalui transaksi (dengan imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang berdasarkan kesepakatan) seperti prostitusi. Namun, tindak pidana perzinahan dapat berdampak pada timbulnya kekerasan ketika kejahatan tersebut terorganisir atau ketika mereka yang merasa memiliki banyak uang “mengontrol” transaksi disfungsi seksual tersebut dan hanya menggunakan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. bisa. Demikian pula, masalah kekerasan dalam hubungan seksual tidak selalu dapat dipandang sebagai delik pidana jika ketentuan perundang-undangan (undang-undang) tidak atau belum mengaturnya. Misalnya, memaksa suami untuk berhubungan seks dengan istrinya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, penting untuk mengetahui kata-kata di atas (kejahatan kekerasan seksual) terlebih dahulu untuk membantu mencerna pembahasan nanti..

2.2 Ruang Lingkup Pedofilia

Perbedaan Perilaku Seksual Terhadap Anak Perilaku seksual terhadap anak (pelecehan seksual) merupakan salah satu permasalahan di bidang penelantaran anak. Kecuali jika penelantaran anak dengan segala eksesnya segera diatasi, tidak dapat disangkal bahwa masa depan bangsa akan suram. Argumen apapun yang menyebabkan anak berperilaku seksual adalah perilaku yang menyimpang. Perilaku seksual di mana anak-anak terlibat baik untuk objek seksual maupun tujuan komersial berdampak negatif pada perkembangan mental anak. Menurut Sawitri Supardi S, perilaku seksual menyimpang bisa dibedakan menjadi beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:

1. Untuk tujuan objek seksual: 

a. Penyuka jenis anak yang biasa disebut fedofilia

b. Memilki fantasi seks yang berlebihan

c. Adanya pembatasan ruangan gerak 

2. Faktor ekonomi yang lemah sehingga sebagai alasan dalam mencari nafkah: 

a) Para orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya untuk mencari uang dengan memaksa anaknya menjual diri terlibat dalam prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah dan norma moral (standar) yang rendah.

b) Pimpinan (manajer praktik prostitusi) berusaha mencari gadis-gadis muda yang melayani klien.

Seringkali mereka mencari gadis desa yang masih polos dan polos. Mereka dibujuk untuk mencari pekerjaan di kota dengan janji muluk. Ketika mereka tiba di kota, mereka akan berpakaian bagus dan makan enak, tapi kemudian harus melayani hasrat seksual yang luar biasa. Usia para gadis desa yang ditipu ini biasanya berkisar antara 14 hingga 16 tahun, usia tersebut belum cukup untuk usia menikah.

3. Untuk tujuan avonturir seksual:

Selain kategori di atas, ada juga beberapa anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional di luar rumah dengan perilaku seksual yang ekstrim dan penuh petualangan baik dengan teman sebaya maupun pasangan dewasa. Mereka biasanya berasal dari keluarga yang kurang menunjukkan kasih sayang, kehangatan emosional, dan perhatian. Bahkan seringkali mereka mengingkari (menyangkal) keberadaan mereka. Anak-anak ini merasa tidak aman dan seringkali memiliki standar moral yang sangat rendah dalam keluarga mereka.

Konsekuensi bagi anak perempuan jauh lebih parah karena jika perilaku seksual mereka berlebihan secara tidak sadar dieksploitasi oleh orang dewasa dan seringkali dipaksa masuk ke dunia prostitusi profesional. Kepribadian gadis yang demikian cenderung berkembang menjadi kepribadian neurotik dengan gejala histeris, perlu diperhatikan bahwa pada kategori ini aktivitas pertama datang dari bagian anak berdasarkan pencarian kehangatan emosi melalui kontak fisik dengan lawan jenis.
 Pembagian Pedofilia 

Berdasarkan pembagian objek fedofilia yang terbagi atas dua kategori yaitu;

a. Homoseksual yang menyukai anak-anak laki-laki yang umurnya masih dalam kategori dibawah umur 

b. Jeteroseksual yaitu kebalikan dari homoseksual yang menyukai anak perempuan yang masih dibawah umur 

Singkatnya, Robert G. Meyer dan Paul Salmon membedakan berbagai jenis pedofilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki rasa ketidakmampuan seksual, terutama jika berhadapan dengan wanita dewasa, tipe kedua adalah mereka yang sangat berhati-hati dengan ukuran alat kelaminnya. (Muhammed Esmawi, 2007: 12)

2.3.  Pengertian Kekerasan
Menurut Pasal 351 KUHP, yang mengatur hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan, ini berarti kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau penganiayaan. Menurut WHO (Bagong. S, et al., 2000) kekerasan adalah kekerasan fisik dan penggunaan kekerasan. Ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, individu atau sekelompok orang, atau komunitas yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan memar / trauma, kematian, gangguan mental, gangguan perkembangan, atau pengingkaran hak. Istilah pelecehan dan penelantaran anak pada awalnya dikenal dari dunia medis. Ahli radiologi Caffey melaporkan sekitar tahun 1946 tentang kasus cedera yang berupa gejala klinis seperti patah tulang multipel pada anak atau bayi, disertai dengan perdarahan subdural (trauma yang tidak dikenali) tanpa diketahui penyebabnya..

Apabila kita melihat dari segi medis ini dikenal dengan sindrom Caffey (Ranuh, 1999). Barker (Abu Huraerah, 2007) mendefinisikan pelecehan anak sebagai bahaya fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh penjahat pada anak-anak yang dikendalikan, dipermalukan dan terus menerus diejek. atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 dan 11 (2E) tentang kekerasan seksual, pemaksaan psikologis, psikologis atau fisik sering dikaitkan dengan kekerasan seksual tertentu. Pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual kekerasan fisik, apakah itu persetujuan atau paksaan. (Tobach,dkk dalam Matlin, 2008).

2.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak
Terry E. Lawson (Abu Huraerah, 2007), seorang psikiater internasional yang merumuskan definisi pelecehan anak, berbicara tentang empat jenis penganiayaan: penganiayaan emosional, penganiayaan verbal, penganiayaan fisik, dan penganiayaan seksual.

a. Kekerasan secara Fisik (physical abuse)

Pelecehan fisik terjadi ketika orang tua / pengasuh dan wali anak memukul anak pada saat anak sangat membutuhkan perhatian.Jika kekerasan fisik berlanjut dalam jangka waktu tertentu, tamparan tersebut akan diingat oleh anak. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional (emotional abuse)
Pelecehan emosional terjadi ketika orang tua / pengasuh dan wali mengabaikan anak setelah mengetahui bahwa anaknya sedang mencari perhatian, menyebabkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada saat itu. Dapat mengabaikan kebutuhan anak akan pelukan atau perlindungan Anak akan mengingat semua kekerasan. pelecehan emosional jika konsisten. Orang tua yang melecehkan anak secara emosional akan terus melakukan hal yang sama sepanjang hidup anak mereka.
c. Kekerasan secara Verbal (verbal abuse)
Ketika pelaku menggunakan model komunikasi yang marah atau kasar kepada anak, biasanya itu adalah perilaku verbal. Penjahat sering melecehkan, menunjuk, menandai, atau mengkambinghitamkan.

d. Kekerasan Seksual (sexual abuse)
Pelecehan seksual termasuk hubungan seksual paksa antara orang yang tinggal dalam rumah tangga (seperti pasangan, anak, dan pekerja rumah tangga). Selain itu, dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah segala tindakan memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan / atau tidak menyenangkan, atau memaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk kepentingan komersial atau pribadi. Pelecehan seksual merupakan jenis pelecehan yang biasanya dikategorikan menurut identitas pelakunya (Tower, 2002).
e. Familial Abuse
Incest adalah pelecehan seksual yang masih menjadi bagian dari keluarga inti dan masih berhubungan dengan darah. Definisi inses mencakup orang seperti ayah tiri atau cinta daripada orang tua. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori inses keluarga dan mengaitkannya dengan kekerasan terhadap anak. Kategori pertama adalah pelecehan seksual (penganiayaan). Ini termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi yang tidak bersalah, tepukan, belaian, eksibisionisme dan voyeurisme, dan gairah seksual penjahat. Stimulasi). Kategori terakhir dan paling mematikan adalah pemerkosaan paksa, yang berhubungan dengan kontak seksual. Perasaan takut, kekerasan dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan, dua kategori terakhir menyebabkan trauma terbesar pada anak-anak, tetapi para korban - korban sebelumnya tidak memberi tahu. Mayer berpendapat bahwa tingkat trauma bergantung pada jenis kekerasan seksual yang dialami korban dan penyintas. Peneliti yang pernah diperkosa mungkin mengalami hal yang berbeda dengan korban yang pernah diperkosa.

f. Extrafamilial Abuse 
Dari penganiayaan keluarga dan hanya 40% yang melaporkan kekerasan oleh orang selain keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedofil dan korban utamanya adalah anak-anak. Pedofilia diartikan sebagai “penyayang anak”. Pedetrasy adalah hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki, pornografi anak menggunakan anak sebagai alat untuk menghasilkan gambar, foto, slide, majalah dan buku.

Biasanya ada satu tahap yang terlihat dalam proses kekerasan seksual: kemungkinan pelaku akan mencoba perilaku ini untuk mengukur kesejahteraan korban. Jika korban memperingatkan, kekerasan akan terus berlanjut dan meningkat sebagai berikut:

2.5. Pengertian Anak

Pengertian anak apabila dilihat dari Pasal 1 Ayat 1 UU 35 Tahun 2014:

 (LAMPIRAN 5 UNDANG-UNDANG Pasal 1 Ayat 1 UU 35)

Apabila kita melihat pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada anak-anak yang merupakan keturunan atau orang-orang yang masih muda. Jika anak-anak dipahami dalam pemahaman sehari-hari mereka di bawah usia atau menikah, pemahaman ini sering digunakan sebagai panduan umum.

Dalam sains, secara umum, kriteria atau standar untuk menentukan kapan seseorang digolongkan sebagai anak adalah usia. Tetapi jelas tidak mungkin untuk menentukan usia anak-anak dan orang dewasa yang dibicarakan. Definisi usia dalam aturan atau peraturan yang berbeda tidak dapat, pada kenyataannya, digunakan sebagai patokan, yang dengan menentukan usia, dapat diklasifikasikan sebagai anak atau belum dewasa, tetapi usia ditentukan oleh minat (tren) tertentu.
Anak-anak adalah individu yang mengalami serangkaian perubahan perkembangan, mulai dari bayi hingga remaja. Lamanya waktu dapat dilihat pada usia anak.

2.6. Perlindungan Anak

2.6.1. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian mengenai perlindugan anak telah diungkapkan oleh Maidin Gultom
 adalah “segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara alami, fisik, mental atau sosial” sertaPerlindungan anak adalah perwujudan keadilan dalam masyarakat, sehingga perlindungan anak dicari dalam berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki implikasi hukum baik untuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum menjamin kepastian perlindungan anak.

Seperti yang dicatat Arif Gosita,
bahwa “kegiatan hak asasi manusia perlu dilanjutkan untuk melanjutkan tindakan perlindungan anak dan mencegah pelecehan, yang memiliki efek negatif yang tidak diinginkan pada perlindungan anak”

 Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perlindungan hukum anak, termasuk: perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata.

2. Perlindungan anak secara ilegal, termasuk: perlindungan di bidang sosial, perawatan kesehatan, sektor pendidikan

Pasal 1 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

(LAMPIRAN 6 UNDANG-UNDANG Pasal 1 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014)

Perlindungan anak dapatlah dipahami sebagai suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dasar perlindungannya adalah:

a. Dilihat dari segi Filosofis; pancasila merupakan dasar kegiatan di berbagai bidang kehidupan keluarga, publik, negara dan nasional, serta landasan filosofis pelaksanaan perlindungan anak

b. Dilihat dari segi Etis Penerapan perlindungan anak harus mematuhi etika profesional yang sesuai untuk mencegah perilaku menyimpang dalam melaksanakan wewenang, kekuasaan, dan Kekuasaan untuk melakukan perlindungan anak.

c. Sedangkan apabila dari dasar yuridis dalam erlindugan anak harus dilindugi mulai dari penerapan undang-undang dasar sehingga adanya perpaduan antara undang-undang dasar ke aturan hukum yang ada
2.6.2. Hukum Perlindungan Anak

Dari sudut pandang peradaban, menurut Arif Gosita, setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing yang tidak hanya Sama, tetapi terkadang juga saling bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum untuk mengatur kepentingan yang menyangkut kepentingan anak dan diatur dalam ketentuan hukum tentang perlindungan. Anak-anak, yang dikenal dengan Child Protection ActArif Gosita 

Whereas child protection law is a law (written or unwritten) which guarantees that children can actually carry out their rights and obligations

Waluyadi berpendapat bahwa

Melihat dari segi perlindungan anak menitikberatkan pada hak anak yang diatur secara hukum, bukan pada kewajiban, karena anak tidak diberlakukan secara hukum (legal).

H. de Bie 

Kinderrecht (Child Law Aspects) as a whole legal provisions concerning the protection, guidance and justice of children and adolescents, as regulated in BW, Civil Procedure Law, Criminal Code, and Criminal Procedure Law and its implementing regulations
Bismar Siregar

UU Perlindungan Anak adalah UU yang menjamin hak dan kewajiban anak, UU Perlindungan Anak dengan cara sebagai berikut: UU Kepabeanan, UU Perdata, UU Pidana, UU Acara Perdata, UU Acara Pidana dan peraturan lain yang menyangkut anak.

Waluyadi

Perlindungan anak berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan mata pencaharian agar anak benar-benar tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak asasi manusia.

Rika saraswati

Perlindungan hukum untuk anak adalah bagian dari pendekatan Indonesia untuk melindungi anak. Masalahnya bukan hanya hukum, tetapi pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya

Barda nawawi telah mengungkapkan dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional bahwa kebutuhan perlindungan anak dapat mencakup berbagai bidang / aspek, antara lain:

1. Perlindugan anak dari segi hak asasi

2. Memberikan perlindugan anak dalam proses peradilan

3. Memberikan perlindugan dari segi kesejahteraan anak

4. Melindugi anak dari segi hak kemerdekaan anak

5. Memberikan perlindugan secara komprehensif dari segi pengaruh lingkungan

6. Memberikan perlindugan dari segi kehidupan jalanan

7. Melindungi anak dari segi konflik

8. Serta memberikan perlindugan dari segi kekerasan
2.6.3. Hak-hak Anak dalam Proses Persidangan

Menurut barda nawawi 
 Dalam proses peradilan, hak-hak anak, seperti praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau wali / wali, hak untuk menghadapi dan bersaksi melawan dan bersaksi menentangnya, harus dilindungi. Menarik. Hak anak sebagai saksi praperadilan meliputi:

1. Hal dalam menyampaikan pendapat

2. Seorang anak berhak mendapatkan perlindugan terhadap mental dan fisik

3. Dalam pemeriksaaan sanski anak berhak mendapatkan fasilitas yang sesuai

Dalam persidangan anak dilibatkan sebagai sanksi serta memilki kedudukan yaitu:

1. Anak berhak mendapatkan fasilitas dalam bersaksi

2. Anak berhak dan wajib mendapatkan tata cara proses persidangan

3. Anak berhak diberikan ijin serata mendapatkan ijin dari tempat sekolah dalam kegiatan bersaksi

Perkembangan hak-hak anak dalam proses pidana adalah hasil dari interaksi anak-anak dengan keluarga, masyarakat, penegakan hukum dan pengaruh timbal balik. Keluarga, komunitas dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan kesadaran Akan perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak untuk kesejahteraan anak-anak.

2.7.  Pengertian Kekerasan Fisik

Menurut Maidin Gultom memberikan defenisi mengenai kekerasasn fisik terhadap anak merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, nyeri, atau cedera parah. Kekerasan fisik tidak selalu mengacu pada cedera yang disebabkan oleh suatu kecelakaan, tetapi lebih pada karena dipukul oleh suatu benda atau beberapa serangan. , dilempar, ditarik, tembakan, tembakan, tembakan, tembakan, meninju, ditendang, ditendang, dipukul, ditembak, ke toilet, ditikam, memotong, didorong ke atas, diminta lari, berjalan di atas lutut saya

Tindakan kekerasan fisik ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. I Marsana Windhu mengemukakan model yang memiliki hubungan dengan terjadinya kekerasan, yaitu (dikutip dalam Maidin Gultom, 2014, 18):

First Psychodynamic model, the occurrence of violence is caused by a lack of mothering. A person who has never been properly cared for or cared for by a mother, she cannot become a mother and take care of her own child

Second, "Personality or Character trait model, is almost the same as the Psychodynamic model, but in this case there is not much attention to what has been experienced by parents as perpetrators of violence, but considers that this is due to the child's parents who are not mature enough, too aggressive, frustrated / bad character"

Third "Social learning model, lack of social skills as indicated by feeling dissatisfied with being a parent, feeling very disturbed by the presence of children, requiring children to always behave like adults"

Fourth, "Family structure model, which refers to the dynamics between families that have a causal relationship with violence"

Fifth, "Environmental stress model, which sees children as a multidimensional problem and places pressure as the main cause. If there are changes in the factors that shape the human environment, such as welfare, low education, absence of work, it will cause violence to children"

Sixth, "Social-Psychological Model, in this case frustration and stress are the main factors in causing violence in children. Stress can occur due to various reasons, domestic conflicts, and social isolation"

2.8Teori – Teori 
a. Teori Anomi

Emile Durkheim (1893) menggambarkan sebagai negara tanpa norma (deregulasi) dalam masyarakat. Keadaan deregulasi atau normlessness kemudian menyebabkan perilaku menyimpang. Kata anomie telah digunakan untuk merujuk pada masyarakat atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan eksplisit atau implisit untuk perilaku yang baik, atau lebih buruk lagi, aturan yang meningkatkan isolasi. atau bahkan saling mengejar dan tidak bekerja sama.

b. Teori Pergaulan Berbeda (Differential Association)
Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang menurutnya penyimpangan muncul dari hubungan dengan sekelompok orang yang menyimpang. Penyimpangan dicapai melalui proses transfer budaya. Selama proses ini, seseorang mempelajari subkultur yang menyimpang.Misalnya perilaku siswa yang suka bolos sekolah, perilaku ini dipelajari dengan cara berinteraksi dengan orang yang bolos sekolah. Melalui pergaulan inilah ia berusaha mewujudkan penyimpangan tersebut, sehingga ia menjadi pelaku perilaku menyimpang.

c. Teori Labelling
Teori ini dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Menurut teori ini, seseorang menjadi sesat karena proses pelabelan yang diberikan masyarakat kepadanya. Yang penting pencuri, penipu, pemerkosa, mabuk dll. Adalah memberi seseorang nama samaran atau cap yang seringkali negatif. Menanggapi stigma tersebut, pelaku penyimpangan kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai sesat dan mengulangi penyimpangan tersebut hingga terjadi penyimpangan kedua. Alasannya sudah basah atau konyol.

d. Teori Fungsi

Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim. Menurut teori ini, keseragaman kesadaran moral di antara semua anggota masyarakat tidak mungkin dilakukan, karena setiap orang adalah individu. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik dan keturunan. Jadi akan selalu ada orang jahat di masyarakat, dan kejahatan akan selalu ada. Durkheim percaya bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat, karena kejahatan, moralitas, dan hukum dapat berkembang secara normal.
e. Teori Tipologi Adaptasi
Dengan menggunakan teori ini, Robert K. Merton mencoba menjelaskan penyimpangan dalam kerangka struktur sosial. Menurut teori ini, struktur sosial tidak hanya mengarah pada perilaku konformis tetapi juga perilaku menyimpang. Dalam konstruksi sosial ada tujuan atau kepentingan di mana tujuan itu adalah benda. - apa yang pantas dan bagus. Ini juga menyediakan cara untuk mencapai tujuan ini. Jika tidak ada keterkaitan antara tujuan (cita-cita) dan sarana untuk mencapainya, maka akan terjadi penyimpangan.

Dalam hal ini, Merton menawarkan tipologi bagaimana beradaptasi dengan situasi: konformisme, inovasi, ritualisme, isolasi diri, dan pemberontakan (empat yang terakhir adalah perilaku menyimpang).

2.9Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai pidana atau dengan istilah tindak pidana adalah adagium yang paling populer dalam tertib hukum pidana. Oleh karenanya, berbagai pakar seolah berlomba-lomba mendefenisikan penegrtian pidana dan seperti apa sebenarya tindak pidana itu pada akhirnya pendapat mereka dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan titik tolak dibentuknya rumusan pasal dalam sebuah undang-undang atau pendapat mereka dapat dijadikan acuan pembelajaran bagi para peminat hukum untuk mengetahui pengertian dan kaitan antara tindak pidana dengan tindakan yang tidak dipidana.

Selain memberikan pengertian, para pakar juga banyak memberikan istilah yang berbeda tentang istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, delik dan lain-lain yang kesemua penjelasannya akan dijelaskan dalam bab ini.

Didefinisikan istilah pidana(moeliatno)
kejahatan sebenarnya adalah konsep dasar hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah hukum, tetapi juga tidak mudah untuk memberikan definisi atau konsep tindakan kriminal untuk mendefinisikan atau memahami istilah tersebut.

Mengenai pengertian tindak pidana, undang-undang telah memiliki istilah tersendiri yakni Strafbaar feit istilah yang berasal dari negera asalnya munculnya istilah tindak pidana yakni Belanda. Kemunculan beberapa penafsiran tentang istilah ini muncul karena undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti tentang apa sebenarnya tindak pidana itu. Kerena undang-undang tidak memberikan pengertian pasti tentang tindak pidana maka kita dalam mengenali lebih jauh perlu mengacu ke pendapat para sarjana hukum dan para pakar hukumnamun sebelumnya ada baiknya kita tinjau pengertian tersebut dari segi gramatikalnya terlebih dahulu.

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah tersebut adalah istilah berbahasa belanda.(Lamintang)
“Feit” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dalam bahasa aslinya disebut een gedeelte van de werkelijkheid, sedang “strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah merupakan hal yang kurang tepat, berdasarkan pengetahuan bahwa yang dapat dihukum adalah sbenarnya manusia sebagai bentuk perorangan untuk mendapatkan sanksi yang sesuai
(moeliatno)
 memberikan Penjelasan istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai berikut:

a. Tindak Pidana, Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khsusnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.
b. Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sbebnarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu sperti apa.
c. Acara hukum yang digunakan oleh banyak ahli hukum, misalnya mr.

d. Delic, yang benar-benar berasal dari kejahatan Latin, juga digunakan untuk menggambarkan Apa yang terjadi pada kejahatan. Kata ini dapat ditemukan di banyak publikasi, misalnya Utrecht, meskipun menggunakan kata yang berbeda, yaitu peristiwa kriminal. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana I. Dia juga menggunakan kata itu di Multan, meskipun dia pikir lebih baik menggunakan istilah penuntutan pidana.

e. Pelanggaran ditemukan dalam buku hukum pidana Tirtamidjaja.

f. Tindakan yang dapat dihukum digunakan oleh Karni dan Schravendijk.

g. Dalam kasus pelanggaran pidana, istilah ini digunakan oleh legislator dalam UU No. 12 / Drt / 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

h. Misalnya, kejahatan yang digunakan Muljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya, ketika ia menentukan bahwa suatu pelanggaran adalah tindakan yang dilarang atau diancam oleh hukum”
2.9.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

(Simanjuntak)
mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana"Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.
(Prodjodikoro)
 mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal mulanya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”
Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"
Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umunya sperti diabawah ini:
1. Starf memilki istilah terjemahan pidana/hukuman

2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh

3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah starfbaarfeit juga diartikan sebagai perbauatan yang memilki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan 

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur 

1. Secara objektif dia melawan hukum
2. Secara subjektif adanya perlawanan hukum
3. Perilaku sesorang itu sendiri
4. Suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
5. Kondisi yang menyebabkan keadaan pidana
Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger “yang menyebutkan kejahatanjuga dianggap terpenuhi apabila sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”
Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang dibawa sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (Outard Conduct) atau Actus Reus
2.10Kerangka Fikir
2.11Definisi Operasional


Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitimengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Phedofillia adalah perilaku yang menyukai jenis anak-anak yang dianggap memilki kelainan dalam melampiaskan hawa nafsunya, yang bukan pada orang dewasa tetapi anak
2. Pelecehan seksual adalah perilaku yang sengaja maupun tidak disengaja melakukan tindakan asusila terhadap orang
3. Teori Anomi Adalah teori yang mengungkapkan bahwa dimana tidak adanya keadaan yang baik karena semua manusia dianggap saling memangsa satu sama lain

4. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah badan pradilan yang khsus menagani tindak pidana khsus
5. Upaya Preventi adalah adalah upaya pencegahan sbelum terjadinya tindak pidana
6. Upaya Revresif adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penegak hukum apabila telah terjadi tindak pidana.
BAB III

METODE PENELITIAN
3.1
Jenis  penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian nondoktrinal atau penelitian hukum sosial (sosial legal research) sering pula disebut penelitian empiris, metode penelitian empiris adalah  metode pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjagan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action (Zainuddin Ali, 2010 : 21-22)., maka dari itu peneliti memilih lokasi penelitian yang cocok untuk diteliti sesuai dengan judul peneliti

3.2 Obyek  penelitian

Obyek penelitian ini adalah menganalisa secara langsung Tindak Pidana Phedofilia Terhadap Anak
3.3. Lokasi penelitian

 Penelitian dilaksanakan di Kota Gorontaloyang mana lokasi terjaduinya tindak pidana Phedofilia Terhadap Anak
3.4 
Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan intrumen yang dpat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memilki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukana oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memilki karakteristik sebagaimana untuk penelitian

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah tindak pidana Phedofilia Terhadap Anak serta tokoh masyarakat dan pemerhati anak

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti

1. Pelaku 
: 2 Orang

2. Korban 
: 2 Orang

3. Polisi
: 2Orang

3.5 jenis dan sumber data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan


Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 
Tehnik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung elakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehigga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wanacara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian

3.7. 
Teknik Analisa Data

 Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yag ditemukan dalam penelitian

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota gorontalo merupakan ibu kota dari provinsi gorontalo yang mana kota gorontalo merupakan sebuah titik perekonomian yang ada diprovinsi gorontalo sebagaimana yang dikutip dari bambang utomo bahwa “Kota Gorontalo (dalam bahasa Gorontalo disebut Kota Hulontalo) merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini, sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi dan jasa, perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur”

Berdasarkan data tersebut gorontalo telah dibagi menjadi 9 kecematan sebagamana 

1) Kota Selatan

2) Kota Utara

3) Kota Barat

4) Kota Timur

5) Kota Tengah

6) Dungigi

7) Dumbo Raya

8) Hulonthalangi

9) Sipatana

dari sembilan kecematan yang ada jumlah sebaran penduduk berdasarkan data yang didapatkan di badan pusat statistik bahwa 
4.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Phedofilia Di Kota Gorontalo?

4.2.1. Faktor Internal 

Menurut Maidin Gultom, Kekerasan Fisik terhadap Anak “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit atau luka berat. Kekerasan fisik tidak selalu karena kecelakaan, melainkan luka akibat dipukul dengan benda atau beberapa kali serangan., Dilempar, diseret, tembakan, tembakan, tembakan, tembakan, dipukuli, ditendang, diinjak, dibanting, tembakan, di toilet, ditikam, memotong, disuruh didorong ke atas, disuruh lari, berjalan di atas lutut”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukanpenulis mendapatkan data bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 sebagai berikut :

	No
	Tahun
	Kasus

	1
	2016
	30

	2
	2017
	25

	3
	2018
	23

	4
	2019
	28


Hasil wawancara dengan Andy salah seorang pelaku berusia 50 tahun (wawancara tanggal 17 oktober 2019) menyatakan bahwa dirinya adalah pelaku pelecehan seksual kepada anak dan itu diakuinya di depan majelis hakim yang telah menyidang kasusnya. Menurut pengakuannya bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena dorongan seksual. Ia lebih senang dan tertarik kepada anak-anak dari pada orang dewasa yang seumuran dengan dirinya.

Andy mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan karena merasa terangsang dengan si korban yang juga tetangganya. Ia menceritakan bahwa dirinya sudah lama memperhatikan korban apabila sedang bermain-main. Di sekitar rumahnya banyak anak-anak kecil, kadang ia suka bermain dengan mereka dan memberikan hadiah-hadiah. Kadang ia mengambil satu atau dua anak untuk bermain bersama sambil dipangku. Pada saat ia memangku anak itu ia merasa senang dan terangsang. 

Ketika peneliti menanyakan mengapa ia tertarik kepada anak-anak,Andy menjawab bahwa ia lebih senang kepada anak-anak dibandingkan dengan yang dewasa karena mereka itu penurut, kulitnya juga lebih bagus dari orang dewasa. Sebenarnya ia sayang dengan anak-anak tersebut tetapi ia juga tidak bisa menahan nafsunya sehingga ia lampiaskan juga ke anak-anak tersebut. Katanya ia bisa mencapai kenikmatan jika menyentuh anak-anak tersebut.

Andy melanjutkan bahwa awal mula kejadiaannya adalah pada saat ia memanggil korban yang sedang bermain dan memberikannya uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) ketika korban bermain sendiri itulah ia kemudian memegang dan meraba-raba kemaluan korban. Ia juga sempat mengatakan kepada korban agar tidak bilang kepada siapa-siapa apalagi orang tuanya. 
Pengakuan lainnya berasal dari Hasan (wawancara tanggal 17 oktober 2019) menceritakan bahwa dirinya dihukum karena berbuat dosa dan melanggar hukum. Hasan menceritakan bahwa ia melakukan persetubuhan secara paksa dengan korban yang baru berumur 8 tahun. Pada awalnya ia hanya memperhatikan korban bermain tapi karena  ia terangsang dan tertarik pada korban maka ia memberikan uang sebesar sepuluh ribu kepada kepada korban dan akan memberikannya lagi kalau korban mau menuruti perkataannya.

Setelah itu ia mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk diberikan lagi hadiah, dan korban menurut, namun setelah di dalam rumah ia menyuruh korban untuk membuka baju danberbaring di tempat tidur, tetapi korban tidak mau dan merengekminta hadiah yang dijanjikan, karena ia tidak tahan dan takut ketahuan maka ia memaksa korban sambil mengancam kalau sampai bilang ke orang tua atau  ke orang-orang.

Wawancara peneliti dengan korban tidak dapat dilakukan karena usia mereka yang masih berusia 10 tahun dan 8 tahun selain itu orang tua korban keberatan dan tidak bersedia untuk diwawancarai dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan masalah keluarga dan mereka malu untuk memberitahukannya kepada orang lain selain untuk menjaga masa depan anak mereka. Namun salah satu keluarga korban yang mengetahui masalah tersebut tetapi menolak untuk disebutkan namanya (wawancara Tanggal 25 oktober 2019) menceritakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh tetangganya sendiri. Sesuai dengan cerita si anak bahwa pada saat itu ia diberikan uang sebanyak Rp. 20.000, (dua puluh ribu) setelah itu korban diajak bermain tetapi kemaluannya dipegang-pegang oleh pelaku. Setelah kembali ke rumah si anak ini menceritakan kepada orang tuanya kalau ia diberi uang oleh pelaku karena penasaran orang tuanya menanyakan alasan pelaku memberi uang kepada si anak. Orang tuanya juga minta si anak bercerita tentang apa yang dilakukan oleh pelaku setelah diberi uang dan anak tersebut menceritakan kejadiannya sehingga orang tuanya marah dan mendatangi rumah pelaku. Sempat terjadi keributan antara keluarga korban dengan pelaku namun dilerai oleh para tetangga. Setelah itu pelaku diamankan oleh warga dan keluarga korban diminta untuk melapor ke polisi. Kasusnya sendiri sudah disidang dan pelaku sudah di hukum.
Hasil wawancara peneliti dengan IPDA Gita Putri Wulandari, S.Tr.K Selaku Kanit Penyidik PPAPolres Kota Gorontalo (wawancara tanggal 21 oktober 2019) menyatakan saat ini di Gorontalo memang ada dua kasus pedofilia dan hal tersebut telah ditangani oleh kepolisian dan kasusnya telah mendapat putusan dari pengadilan. Pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Adapun kasusnya dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut dengan modus memberikan janji dan hadiah berupa uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setelah itu pelaku memegang dan meraba-raba alat kelamin korban. Untuk kasus kedua modusnya sama yaitu dengan memberikan janji atau hadiah berupa uang, hanya saja bedanya untuk kasus kedua itu menggunakan ancaman atau kekerasan. 
IPDA Gita Putri Wulandari, S Tr.K(wawancara tanggal 21 oktober 2019) mengatakan bahwa kasus pedofilia ini merupakan fenomena sendiri. Bisa jadi banyak terjadi namun yang dilaporkan baru itu, bisa dimaklumi karena ini menyangkut urusan pribadi dan sangat sensitif. Inikan berkaitan dengan masalah aib bisa juga banyak terjadi namun orang tua tidak mengetahui karena sang anak atau korban takut melapor karena telah diancam.
Menurut IPDA Gita Putri Wulandari,S.Tr.K(wawancara tanggal 21 oktober 2019) penyebabnya bisa macam-macam. Pertama itu karena gangguan psikologis yang bersangkutan atau bisa dikatakan si pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan karena mereka lebih tertarik pada anak dibandingkan dengan orang dewasa jadi ada penyakit berupa penyimpangan seksual dalam diri pelaku. Kedua bisa jadi karena faktor keimanan yang bersangkutan yang tidak ada karena kalu dia berimana apa lagi pelaku sudah menikah dan punya cucu tentu ia tidak akan melakukan hal tersebut coba dibayangkan jika kondisinya dibalik anak atau cucunya yang mengalami bagaimana perasaannya tentu akan sangat marah dan menderita. Nah hal seperti itu tidak akan terjadi kalau pelaku punya control diri dalam hal ini yang bisa mengontrol hal tersebut adalah keimanan.
Hasil wawancara peneliti dengan Briptu Zuhra Moha selaku anggota unit PPA Polres Kota Gorontalo (wawancara tanggal 21 0ktober 2019) mengatakan bahwa kasus pedofilia yang terjadi di Gorontalo sudah diputusakan oleh pengadilan dan pelaku sudah dikenakan sanksi. Beradasarkan hasil pemeriksaan tindak pidana dilakukan dengan modus memberi janji dan hadiah berupa uang, selain itu salah satu kasus menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Menurut beliau perbuatan tersebut sudah masuk kategori pedofilia karena pelaku memiliki kelainan atau penyimpangan seksual dimana pelaku telah memiliki isteri bahkan ada yang sudah punya cucu tetapi lebih tertarik pada anak kecil. Aktivitas seksual yang biasanya dilakukan oleh pedofil sangat beragam, ada yang menelanjangi anak, ada yang dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin kepada anak, masturbasi dengan anak, berhubungan seksual dengan anak, bahkan aktivitas seksual lainnya seperti oral, penetrasi ke anak. Mungkin ada benda asing atau penis di mulut, vagina atau jari anak. Penderita pedofilia bisa laki-laki atau perempuan, atau bisa jadi korban. Namun pada umumnya pedofil ini adalah laki-laki.
Beliau menjelaskan bahwa faktor penyebabnya antara lain karena kondisi psikologis pelaku yang bisa jadi pernah mangalami trauma karena waktu kecil menjadi korban pelecehan seksual sehigga hal itu terbawa sampai dewasa dan pada akhirnya melakukan balas dendam dan menjadi kebiasaan. 

Faktor kuatnya agama juga mejadi penentu seorang melakukan penyimpangan atau tidak. Karena bagaimanapun orang yang masih punya iman dalam dirinya pasti akan ada perasaan tidak tega apa lagi jika melihat anak kecil akan muncul rasa kasih sayang. Menurut beliau orang yang tega untuk membuat orang menderita, melukai orang lain hanyalah orang yang tidak beriman.

Beliau melanjutkan bahwa faktor lain yang mendukung adalah lemahnya pendidikan seseorang hal ini dilihat pada kasus yang terjadi dimana pelaku hanya tamatan SD meskipun pendidikan ini bukan jaminan karena pelaku pedofilia ada juga yang berpendidikan tinggi tapi setidaknya untuk kasus di Gorontalo faktor ini berpengaruh.

Berdasarkan uraian wawancara tersebut diatas maka dapat diidentifikasikan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pedofilia adalah akibat adanya penyimpangan perilaku seksual dari pelaku yang dalam hal ini mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan dimana yang bersangkutan lebih tertarik secara seksual kepada anak-anak dibandingkan kepada orang dewasa.

Faktor kedua adalah akibat dari lemahnya kualitas keimanan seseorang dalam hal ini pelaku yang seharusnya bisa menjadi alat kontrol atau pengendali terhadap perilaku seseorang apabila si pelaku mengalami keinginan untuk melakuan perbuatan yang menyimpang dari norma masyarakat secara umum atau melanggar hukum.

Faktor ketiga adalah rendahya tingkat pendidikan pelaku, hal ini dikhususkan untuk kasus yang terjadi di Gorontalo, akan tetapi tingkat pendidikan ini bukanlah faktor dominan atau penentu seseorang melakukan tindak pidana pedofilia sebab dalam beberapa kasus justeru perbuatan ini dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan profesi yang dimata masyarakat cukup terhormat. Jadi menurut peneliti faktor tingkat pendidikan ini bukan jaminan bahwa dengan tingginya tingkat pendidikan seseorang akan menjamin bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana pedofilia ini sebab sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kejahatan ini terjadi diakibatkan kerena faktor dari dalam yaitu adanya penyimpangan secara psikologis.

4.2.2. Faktor Eksternal

Berkaitan dengan faktor eksternal atau faktor dari luar diri si pelaku maka hasil wawancara peneliti dengan Briptu Zuhra Moha(wawancara tanggal 21 oktober 2019) mengatakan bahwa untuk faktor pendukung lainnya yang berasal dari lingkungan atau bukan diri pelaku menurut beliau adalah berkaitan dengan pengawasan orang tua terhadap anak-anak masih kurang. Seharusnya orang tua lebih berhati-hati dan lebih mengawasi anak-anak mereka dengan lebih baik. Karena kejatahan itu bisa mengintai siapa saja apalagi anak-anak. Kasus pedofilia korbannya selalu anak-anak karena anak-anak gampang diancam, gampang dikerjai sehingga menjadi target kejahatan. Orang tua tidak boleh mudah percaya pada orang sekitar karena bisa jadi merekalah yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak,

Faktor media juga sangat berpengaruh menurut beliu karena saat ini sangat mudah untuk mengakses situs-situs porno bahkan di media sosal juga mulai marak hal-hal yang berbau pornografi. Begitupun dengan iklan-iklan di televisi banyak menampilkan artis yang seksi, di toko-toko sekarang juga banyak majalah yang dijual dengan sampul gambar wanita seksi sehingga hal-hal tersebut bisa memancing munculnya birahi.

Briptu Zuhra Moha menambahkan bahwa penegakan hukum harusnya juga berjalan lebih baik terutama dalam pemberian sanksi. Untuk penyidik kepolisin selalu menyangkakan pasal dengan sanksi berat kepada pelaku. Seperti halnya kasus yang terjadi penyidik menyangkakan kepada tersangka atas pelanggaran pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya sampai 15 tahuan penjara. Namun sanksi yang dijatuhkan hanya 3 dan 5 tahun saja. Jadi dalam hal ini perlu adanya pemberian efek jera sehingga pelaku atau kejahatannya bisa di minimalisir.
Sementara itu menurut IPDA Gita Putri Wulandari,S.Tr.K(wawancara tanggal 21 oktober 2019) mengatakan bahwa untuk faktor luar juga bisa mendukung terjadinya kejahatan terhadap anak khususnya pedofilia ini yaitu antara lain karena perkembangan media massa dan informasi saat ini yang begitu kencang. Bisa dilihat di media sosial, televisi, apalagi internet yang begitu bebas menampilkan materi-materi yang bermuatan pronografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Hal ini tentu sangat berperpengaruh terhadap seseorang karena bisa merangsang dan membuat orang mencari jalan bagiamana ia memuaskan nafsunya karena melihat media-media seperti itu pasti akan terbawa dipikiran dan akan menjadi bahan khayalan sehingga mau tidak mau pasti mencari pelampiasan. Pada akhirnya jika ia tidak memiliki saran pelampiasan yang normal maka ia akan mencari target, bisa jadi ia melakukan pemerkosaan dan paling celaka adalah anak-anaklah yang menjadi korban karena mereka adalah manusia-manusia lemah, yang polos dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Hal lainnya yang turut mempengaruhi adalah kesadaran masyarakat dan pengambil kebijakan karena saat ini kalau dilihat banyak materi-materi seksual yang sebenarnya ditanyangkan ke publik dan tidak diatasi dengan baik contohnya adalah iklan di televisi maupun iklan yang terpasang di papan reklame biasanya menampilkan profil yang mewakili simbol seksualitas misalnya gambar wanita seksi inikan menimbulkan gejolak birahi bagi siapa yang melihatnya. Seharusnya hal-hal seperti itu diperektat dan dibatasi karena memilki dampak negatif dan itu harus disadari secara bersama.

Faktor penegakan hukum menjadi salah satu sebab juga karena saat ini banyak pihak yang menganggap bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku masih ringan hal ini bisa dibenarkan karena kenyataannya saat ini pelaku hanya dihukum dengan hukuman kisaran 3 sampai 5 tahun padahal dalam undang-undang sendiri diancamkan sampai 15 tahun

Berkaitan dengan faktor eksternal ini maka dari hasil wawancara peneliti diatas dapat dikelompokkan bahwa faktor eksternal terjadinya tindak pidana pedofilia antara lain adalah yang pertama akibat dari perkembangan atau kemajuan tekhnologi komunikasi dan informasi dimana saat ini situs-situs yang menyediakan hal-hal yang berbau seksual atau pornografi sangat banyak dan sanagat mudah diakses oleh siapa saja tanpa adanya control dari pihak yang berwenang sehingga hal ini dapat memancing atau memunculkan nafsu birahi seseorang yang pada akhirnya apat menjerumuskannya untuk melakukan perbuatan menyimpang. Kemudian faktor kedua adalah akibat lemahnya pengawasan dari orang tua dan lemahnya penegakan hukum sehingga hal ini menyebabkan pelaku masih dapat berkeliaran dan melakukan perbuatannya yang menympang tersebut.

Secara keseluruhan dari kedua faktor tersebut diatas dan hasil-hasil wawancara peneliti berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia ini, maka peneliti berpendapat bahwa sebab seseorang melakukan kejahatan pedofilia diakibatkan dua faktor yang mendasar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang bersumber dari dalam diri si pelaku dimana pelaku pedofilia tersebut mengalami suatu bentuk kelainan seksual karena mereka memilki rasa ketertarikan yang lebih kepada anak-anak dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini pelaku mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal dan melampiaskan birahinya secara abnormal melalui hal yang menabrak etika dan hukum.
Faktor internal kedua adalah lemahnya keimanan dari si pelaku sebab tidak dapat di pungkiri bahwa keimanan seseorang memiliki faktor yang sangat penting dalam memberikan kontrol kepada seseorang dalam berperilaku. Setiap orang bisa saja memiliki iman dalam dirinya namun sifat keimanan itu sendiri naik turun bisa jadi pada saat kondisi iman melemah itulah akan mereka bertindak diluar batasan norma. 
Faktor pendidikan memiliki andil dalam kasus pedofilia yang terjadi di Gorontalo namun hal tersebuit bukan menjadi faktor utama dan jaminan bahwa tinggi rendahnya pendidikan seseorang merupakan faktor dominan orang tersebut melakukan penyimpangan sebab dalam beberapa kasus justeru pelaku pedofilia justeru dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi.
 Adapun faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya kejahatan pedofilia adalah akibat negatif dari semakin marak dan berkembang pesatnya tekhnologi komunikasi dan informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sangat mudah untuk mengakses situs-situs atau content yang berbau asusila atau melanggar norma susila yang lebih banyak dikenal dengan istilah situs porno. Saat ini tidak ada mekanisme pengendaian atau control terhadap hal tersebut sehingga siapaun bisa mengaksesnya hal ini tentu berpengaruh dan memancing timbulnya kejahatan dalam bidang kesusilaan.
Penyebaran dan pemuatan iklan yang mengundang birahi juga mulai marak hal ini dapat dilihat dari sampul-sampul majalah yang banyak di jual di toko yang bisa dilihat dan dibeli oleh siapa saja. Begitupun dengan materi iklan di televisi yang menampilkan bintang iklan yang berpakaian seksi. Disadari atau tidak hal ini baik langsung atau tidak dapat memancing nafsu birahi atau rangsangan seksual bagi yang melihatnya.    
Faktor eksternal kedua adalah masih lemahnya pengawasan dan kontrol dari masyarakat terutama dari orang tua terhadap anak-anaknya. Budaya masyarakat yang mudah percaya kepada tetangga atau keluarga terdekat menjadi suatu tantangan tersendiri, sebab masalah pedofilia pelakunya justeru datang dari orang-orang terdekat. Seharusnya masyarakat kususnya orang tua lebih berhati-hati dan lebih perhatian terhadap anak-anak mereka apalagi pada saat bermain atau dalam kondisi yang sepi.
Faktor eksternal ketiga adalah masih lemahnya penegakan hukum khususnya dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku pedofilia sebab berdasarkan data bahwa pelaku pedofilia yang terjadi di gorontalo hanya mendaptakan sanski pidana penjara selama 3 tahun dan 5 tahun. Hal ini dirasakan masih sangat ringan dan tidak adil mengingat masa depan anak-anak tersebut masih sangat panjang dan hancur karena ulah kebejatan dari seseorang yang memilki kelainan seksualitas. Khusus untuk pelaku pedofilia dapat dijerat dengan pasal 82 yang juga mengandung ancaman pidana yang berat akan tetapi dalam kenyataannya hanya dikenakan sanksi berupa pidana penjara 3 tahun dan 5 tahun.
Dalam teori anomie yang dikemukan oleh Emile Durkheim (1893), itu didefinisikan sebagai keadaan deregulasi dalam masyarakat. Keadaan deregulasi atau normlessness kemudian menyebabkan perilaku menyimpang. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok orang yang berada dalam kekacauan karena kurangnya aturan perilaku baik yang diakui bersama atau, lebih buruk lagi, aturan yang mengatur isolasi. mereka bahkan saling berburu dan tidak bekerja sama.

masih lemahnya penegakan hukum khususnya dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku pedofilia sebab berdasarkan data bahwa pelaku pedofilia yang terjadi di gorontalo hanya mendaptakan sanski pidana penjara selama 3 tahun dan 5 tahun. Hal ini dirasakan masih sangat ringan dan tidak adil mengingat masa depan anak-anak tersebut masih sangat panjang dan hancur karena ulah kebejatan dari seseorang yang memilki kelainan seksualitas. Khusus untuk pelaku pedofilia dapat dijerat dengan pasal 82 yang juga mengandung ancaman pidana yang berat akan tetapi dalam kenyataannya hanya dikenakan sanksi berupa pidana penjara 3 tahun dan 5 tahun.
Jadi, penyebab terjadinya kejahatan pedofilia adalah akibat negatif dari semakin marak dan berkembang pesatnya tekhnologi komunikasi dan informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sangat mudah untuk mengakses situs-situs atau content yang berbau asusila atau melanggar norma susila yang lebih banyak dikenal dengan istilah situs porno. Saat ini tidak ada mekanisme pengendaian atau control terhadap hal tersebut sehingga siapaun bisa mengaksesnya hal ini tentu berpengaruh dan memancing timbulnya kejahatan
Anomie mengacu Secara keseluruhan dari kedua faktor tersebut diatas dan hasil-hasil wawancara peneliti berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia ini, maka peneliti berpendapat bahwa sebab seseorang melakukan kejahatan pedofilia diakibatkan dua faktor yang mendasar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang bersumber dari dalam diri si pelaku dimana pelaku pedofilia tersebut mengalami suatu bentuk kelainan seksual karena mereka memilki rasa ketertarikan yang lebih kepada anak-anak dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini pelaku mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal dan melampiaskan birahinya secara abnormal melalui hal yang menabrak etika dan hukum.
Faktor internal kedua adalah lemahnya keimanan dari si pelaku sebab tidak dapat di pungkiri bahwa keimanan seseorang memiliki faktor yang sangat penting dalam memberikan kontrol kepada seseorang dalam berperilaku. Setiap orang bisa saja memiliki iman dalam dirinya namun sifat keimanan itu sendiri naik turun bisa jadi pada saat kondisi iman melemah itulah akan mereka bertindak diluar batasan norma. 
Durkheim berpendapat bahwa kondisi anomi dapat menjelaskan setidaknya tiga jenis fenomena:

Adapun pemikiran Durkheim sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah normal di semua masyarakat. Tidak mungkin memberantas kejahatan

2. Adanya angka kejahatan tertentu yang akan menyehatkan kualitas organisasi kemasyarakatan masyarakat.

3. Jika undang-undang tidak lagi memadai untuk mengatur interaksi antara berbagai elemen masyarakat, kejahatan menjadi tidak sehat.

4. Anomie selalu menyebabkan angka kejahatan yang ekstrim

5. Secara umum, anomi terjadi karena antara lain pembagian kerja yang tidak seimbang

Berdasarkan teori anomi yang peneliti gunakan sebagai pendekatan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti berpendapat bahwa munculnya pedofila ini pada dasarnya sebagai akibat pada keadaan lingkungan di mana masyarakat gagal untuk melaksanakan regulasi yang memadai atau kendala atas tujuan dan keinginan individu anggota-anggotanya. Sehingga dalam keadaan tertentu terdapat individu dalam masyarakat yang mengambil kehidupan mereka sendiri.

Dalam hal ini mereka yang memilki perilaku penyimpangan secara seksual memilih untuk memenuhi kebutuhan akan birahinya dengan cara melabrak norma masyarakat yang berdasaran kasus pedofilia ini merupakan kejahatan yang dianggap berlebihan. Terjadinya pedofilia ini merupakan akibat dari melemhanya norma dan aturan social di masyarakat.
4.3. Upaya Apa Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Phedofilia Dikota Gorontalo?

Untuk menanggulangi tindak pidana pedofilia ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Upaya tersebut peneliti bagi menjadi dua bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif. Berikut peneliti uraikan kedua upaya tersebut.

4.3.1Upaya Preventif
Upaya preventif adalah melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan termasuk bahaya kejahatan pedofilia hal ini dilakukan melalui penyuluhan-penyuluahan maupun melalui media cetak dan elektronik

Hasil wawancara peneliti dengan IPDA Gita Putri Wulandari,S.Tr,K (wawancara tanggal 21 oktober 2019) mengatakan kalau secara khusus tentang pedofilia nampaknya belum ada akan tetapi secara umum itu dilakukan melalui penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap kejahat. Personil Polri dimanapun selalu mengingatkan masyarakat tentang hal tersebut. Apalagi melalui program kemitraan polri dan masyarakat. Selain itu menurut beliau dimedia massa juga sering muncul iklan tentang ajakan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Hal ini sebenranya member pesan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada terhadap kondisi dan perubahan dalam masyarakat sebab kejahatan bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja.

Britu Zuhra Moha menyatakan hal yang sama bahwa kejahatan saat ini mengancam siapa saja olehnya itu perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan itu telah dilakukan oleh pemerintah, polri dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga pendidian dan lembaga non Pemerintah.
4.3.2 Upaya Represif

Upaya Revresif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat di hentikan.
Upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah menurut peneliti salah satunya adalah melalui pembentukan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selain itu adalah pada proses hukum dan penerapan sanksi pidana kepada para pelaku. Penerapan sanksi ini sangat penting selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga sebagai bentuk shock terapy atau ancaman bagi orang yang memiliki penyakit atau kelainan yang sama sehingga mereka berpikir berali-kali lipat untuk melakukan aksinya. Sehingga penindakan secara hukum terhadap pelaku sangat penting dan sangat dibutuhkan agar kejahatan pedofilia ini dapat ditanggulangi

Dalam ketunan peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pada beberapa pasal dalam bab XIA disebutkan perbuatan dan ancamam sanksi bagi yang melakukan tindak pidana terhadap anak dimana dalam pasal-pasal tersebut mengandung ancaman pidana yang cukup berat hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 

LAMPIRAN 7 PASAL 76 A

LAMPIRAN 8 PASAL 76 E

LAMPIRAN 9 PASAL 77

LAMPIRAN 10 PASAL 77 A

LAMPIRAN 11 PASAL 77 B

LAMPIRAN 12 PASAL 80

LAMPIRAN 13 PASAL 81

LAMPIRAN 14 PASAL 82

LAMPIRAN 15 PASAL 83

LAMPIRAN 16 PASAL 86 A

LAMPIRAN 17 PASAL 89

Dari pasal-pasal tersebut semuanya menunjukkan atau mengancamkan pidana yang cukup berat, khusus untuk pelaku pedofilia dapat dijerat dengan pasal 82 yang juga mengandung ancaman pidana yang berat.
Penanggulangan kejahatan pedofilia ini memerlukan kerjasama dari semua pihak mulai dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan orang tua itu sendiri sebab tanpa kerjasama maka akan sangat sulit untuk mencegah dan melindungi anak-anak indoensia dari para penjahat yang mengidap kelainan seksual tersebut.
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Bahwa kejahatan pedofilia terjadi diakibatkan oleh dua faktor yaitu Faktor internal berupa faktor yang bersumber dari dalam diri si pelaku dimana pelaku pedofilia tersebut mengalami suatu bentuk kelainan seksual karena mereka memilki rasa ketertarikan yang lebih kepada anak-anak dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini pelaku mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal dan melampiaskan biarahinya secara abnormal melalui hal yang menabrak etika dan hukum. Faktorlemahnya keimanan dari si pelaku sebab tidak dapat di pungkiri bahwa keimanan seseorang memiliki faktor yang sangat penting dalam memberikan kontrol kepada seseorang dalam berperilaku. 

2) Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menaggulangi kejahatan pedofilia adalah melalui upaya preventif yaitu melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan termasuk bahaya kejahatan pedofilia hal ini dilakukan melalui penyuluhan-penyuluahan maupun melalui media cetak dan elektronik.Sementara itu upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembentukan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, selain itu adalah pada proses hukum dan penerapan sanksi pidana kepada para pelaku. Penerapan sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga sebagai bentuk shock terapy atau ancaman bagi orang yang memiliki penyakit atau kelainan yang sama sehingga mereka berpikir berali-kali lipat untuk melakukan aksinya.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penelti kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Hendaknya dilakukan penegakan hukum yang lebih baik khususnya melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat kepada setiap pelaku sebagaimana diancamkan dalm peratura perundang-undangan. Masalah pedofilia jangan dianggap sebagai kejahatan biasanya. Kejahatan tersebut harus dilihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena kejahatan tersebut telah mencderai dan merampas masa depan anak-anak yang seharusnya masih panjang dan lebih baik. Penerapan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan memberikan shock terapy kepada orang yang memiliki keinginan yang sama

2) Hendaknya kesadaran masyarakat terus ditumbuhkan untuk lebih perhatian dan peduli dalam melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban kejahatan dan merea dapat tumbih dan berkembang menjadi sosok manusia yang menjadi tumpuan keluarga bangsa dan negara.
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LAMPIRAN SKRIPSI UNDANG-UNDANG TERKAIT 
1.(LAMPIRAN 1 UNDANG-UNDANG PASAL 28)“
setiap orang berhak atas perlindungan diri, peribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2.(LAMPIRAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014)“

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara,setiap anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik,mental,maupun sosial. Untuk itu perlu di lakukan upaya perlindungan untuk mewujutkan kesejaheraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemunuhan hak-haknya tanpa perlakuaan deskriminatif”.
3.(LAMPIRAN 3 UNDANG-UNDANG Pasal76E UU)“
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohangan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

4.(LAMPIRAN 4 UNDANG-UNDANG Pasal 82 Ayat 1)“
Setiap orang yang melanggar ketentuaan sebagaimana yang di maksut dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima 

tahun) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”
5.(LAMPIRAN 5 UNDANG-UNDANG Pasal 1 Ayat 1 UU 35)“
Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
6.(LAMPIRAN 6 UNDANG-UNDANG Pasal 1 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014)“
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”’

7.UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 “
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara,setiap anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik,mental,maupun sosial. Untuk ituperlu di lakukan upaya perlindungan untuk mewujutkan kesejaheraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemunuhan hak-haknya tanpa perlakuaan deskriminatif”.

8.LAMPIRAN 7 PASAL 76 Aa.“
Memperlakukan anak seara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril, sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya”b.“Memeperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif”
9.LAMPIRAN 8 PASAL 76 E“
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakuka serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
10.LAMPIRAN 9 PASAL 77“
Setiap orang yang melanggar sebagaimana yang di maksutDalam pasal 76A Dipidana Dengan pidana penjarapaling lama 5(lima) tahun atau denda Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah).”
11.LAMPIRAN 10 PASAL 77 Aa.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang dilarang atau tidak dibenarkanoleh ketentuaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimksut dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).b.Tindak pidana sebagaimana dimaksut pada ayat (1) adalah kejahatan.

12.LAMPIRAN 11 PASAL 77 B“
Setiap orang dilarang menempatkan,membiarkan,menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuaan salah dan penelantaran, dapat dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
13.LAMPIRAN 12 PASAL 80a.
Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). b.Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). c.Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). d.Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

14.LAMPIRAN 13 PASAL 81a.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) b.Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.c.Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksut pada ayat(1) yang dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh Anak,pendidik,atau tenaga kependidikan maka pidananya di tambah 1/3 (seper tiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksut pada ayat (1). 
15.LAMPIRAN 14 PASAL 82a.
Setiap orang yang melanggar ketentuaan sebagaimana yang di mksut pada pasal 76 E di pidana dengan pidana penjara paling cepat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).b.Dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksut padaayat (1) yang dilakukan orngtua,wali,pengasuh anak,pendidik,maka hukuman pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksut pada ayat (1).

16.LAMPIRAN 15 PASAL 83“
Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta”
17.LAMPIRAN 16PASAL 86 A“
Setiap orang di larang menghalang-halangi anak menikmati budyanya sendiri,mengakui dan melaksaankan ajaran agamanya dan mnggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya, dan orang yang melanggarnya dapat dikenakan saksi dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
18.LAMPIRAN 17 PASAL 89a.
Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

b.Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah). 
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